ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010 tentang status
anak luar nikah telah menimbulkan kontroversi tidak saja di kalangan para ahli
hukum tetapi juga di kalangan masyarakat luas. Ini karena putusan tersebut
menyebutkan bahwa, anak yang lahir di luar nikah memiliki hubungan perdata
dengan ibu dan keluarga ibu serta ayahnya yang dapat dibuktikan sesuai dengan
sains dan teknologi atau bukti lain yang menurut hukum memiliki hubungan darah
dengan ayah dan keluarga ayahnya. Padahal, ketentuan pasal 43 ayat (1) UU
nomor 1/1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa "Anak yang lahir di luar
nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”.

Disertasi ini menelaah 3 issu yang muncul akibat perbedaan ketentuan di
atas yakni : (1) apa makna putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 / PUU-VIII /
2010 ? (2) Bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama di wilayah PTA
Bengkulu terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut ? (3) Bagaimana
rekonstruksi hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif normatif kualitatif. Data
diperoleh melalui interview dengan sejumlah hakim Pengadilan Agama di bawah
yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, ditambah dengan hasil observasi
dan penelaahan terhadap dokumen/literatur yang berkaitan erat dengan issu yang
diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Makna hubungan perdata dalam
putusan MK nomor 46 / PUU-VIII / 2010 tentang status anak luar nikah, bahhwa
anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat memiliki hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan bapaknya sepanjang dapat dibuktikan
memiliki hubungan darah, meski pelaksanaannya masih harus melalui proses
persidangan. (2) Persepsi hakim terhadap Putusan MK tersebut, mayoritas hakim
Pengadilan Agama di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu,
menolak karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang telah mapan,
namun sebagian menerima sebagai terobosan hukum. (3) Pasca putusan MK
tersebut, perlu rekonstruksi hukum, berupa perubahan bunyi pasal 43 ayat
Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan menjadi:

Ayat (1) Anak yang dilahirkan dari pernikahan tidak tercatat memiliki hubungan
nasab dan hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan
laki-laki sebagai bapaknya dan keluarga bapaknya yang dapat dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut
hukum mempunyai hubungan darah dengan bapak biologisnya.

Ayat (2) Anak yang lahir dari perempuan yang tidak terikat pernikahan, hanya
memiliki hubungan nasab dengan ibunya, namun dapat memiliki hubungan
perdata dengan bapaknya sepanjang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah
dengan bapak bilogisnya.



ABSTRACT

The decree of the Constitutional Court number : 46 / PUU-VIII / 2010
concerning children born out of wedlock has caused controversy not only among
legal experts but also among the wider community. This is because the decree
states that "a child born out of wedlock has a civil relationship with his mother
and his mother's family and his father that can be proved in accordance with
science and technology or other evidence that according to law has a biological
relationship with their father and paternal family"; Where as, the provisions of
Article 43 paragraph (1) and (2) of Marriage Law number 1/1974 affirm that
"Children born out of wedlock only have civil relationships with their mother and
mother's family".

This dissertation examines 3 issues that arise due to differences in the
above provisions. i.e : (1) what is the meaning of the Constitutional Court Decree
number 46 / PUU-VIII / 2010 ? (2) How are the responses of Religious Court
judges in Bengkulu province to the decree ? (3) What are the legal reconstraction
with the issuance of the above-mentioned decree ?

This research uses qualitative normative descriptive approach. The data
were obtained through interviews with a number of Religious Court judges under
the jurisdiction of the Bengkulu High Religious Court, coupled with observations
and review of documents / literatures closely related to the issues under study.

The results show that: (1) The meaning of Constitutionsl Court Decree
number 46 / PUU-VIII / 2010 concerning children born out of wedlock could be
seen as a legal breakthrough although its implementation must still be determined
through the trial process. (2) The perseption of judge for Constitutional Court's
decision the majority of Religious Court judges under the jurisdiction of the
Bengkulu High Religious Court, reject the decision because it is considered
incompatible with established religious values. (3) Afther Constitutional Court
Decree, the provision of article 43 paragraph (1) of Marriage Law number 1/1974
should be revised to :

Paragraf (1) Children born of marriage have kinship and a civil relationship with
the mother and their mother's family and also their provable father under science
and technology and / or other evidence that according to law has a biological
relationship with their father and family of their father.

Paragraf (2) Children born of the mother who never marriage, has only
relationship with her mather and her mather familiy, but can have civil
relationship with father who proved biological father to have a blood relationship.
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